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Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang
mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, tetapi juga menjadi
instrumen untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum. Hukum
pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena keduanya saling
memengaruhi. Efektivitas suatu hukum sangat ditentukan oleh kondisi,
karakteristik, dan perkembangan masyarakat tempat hukum tersebut berlaku
sehingga hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial agar
tetap relevan dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain
itu, konsep negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila yang menempatkan
konstitusi sebagai dasar utama penyelenggaraan negara. Dengan demikian, hukum
dan konstitusi tidak cukup hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi harus
diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan negara sebagai identitas negara

hukum Indonesia.t

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis menyebabkan kebutuhan
terhadap regulasi juga terus meningkat. Pemerintah membentuk berbagai
peraturan untuk mengatur bidang pemerintahan, perekonomian, investasi,
pelayanan publik, hingga perkembangan teknologi. Akan tetapi, meningkatnya
jumlah regulasi juga memunculkan persoalan berupa tumpang tindih pengaturan,
konflik norma, maupun disharmonisasi antara peraturan yang satu dengan yang
lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya

koordinasi antarlembaga, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya
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manusia, serta kurang optimalnya evaluasi terhadap regulasi yang telah berlaku.?
Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah
yang sangat penting untuk menyelaraskan seluruh regulasi agar tercipta kepastian
hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Harmonisasi juga
diperlukan agar setiap peraturan yang dibentuk tetap sesuai dengan hierarki
peraturan  perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya
disharmonisasi hukum sekaligus menjamin kepastian hukum dalam proses

pembentukan regulasi.’

Dalam proses harmonisasi tersebut, pemerintah memiliki posisi yang sangat
strategis karena selain sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah juga
merupakan pembentuk berbagai regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat.
Konsep welfare state mengharuskan pemerintah berperan aktif dalam memenuhi
kepentingan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik, pendidikan,
kesehatan, hingga pembangunan ekonomi. Konsekuensinya, pemerintah menjadi
lembaga yang paling banyak menghasilkan berbagai bentuk peraturan
dibandingkan lembaga legislatif sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi
administrasi negara.* Pembentukan peraturan tersebut tidak terlepas dari politik
hukum nasional karena hukum pada dasarnya merupakan hasil dari kebijakan
negara yang diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan
untuk mencapai tujuan negara.’ Politik hukum juga menjadi dasar dalam
menentukan arah pembentukan, penerapan, penegakan, dan pengembangan hukum
nasional sehingga setiap kebijakan hukum yang dibentuk tetap sejalan dengan
cita-cita negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.%

Perkembangan hukum Indonesia pada era modern juga menunjukkan adanya
upaya pemerintah untuk membangun sistem hukum yang lebih adaptif terhadap
perubahan global. Perkembangan tersebut merupakan hasil dari perjalanan
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panjang sistem hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum adat, hukum
kolonial, hingga perkembangan hukum modern yang berlandaskan konstitusi,
penghormatan terhadap hak asasi manusia, independensi peradilan, serta
pemanfaatan teknologi dalam administrasi hukum. Efektivitas hukum tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga oleh konsistensi
penegakan hukum, integritas aparat penegak hukum, serta perlindungan terhadap
hak asasi manusia.” Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam
menyederhanakan regulasi adalah melalui penerapan konsep omnibus law yang
bertujuan menyelaraskan berbagai ketentuan dalam banyak undang-undang agar
tercipta regulasi yang lebih sederhana dan mampu memberikan kepastian hukum,
meskipun penerapannya masih memerlukan penguatan dalam sistem pembentukan
peraturan perundang-undangan Indonesia.® Berdasarkan uraian tersebut, penelitian
ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai peran pemerintah dalam harmonisasi
peraturan perundang-undangan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan

kepastian hukum di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam sistem

hukum Indonesia?

2. Bagaimana peran pemerintah dalam proses harmonisasi peraturan perundang-

undangan?

3. Bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan

kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan?
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Analisis (Pembahasan)

1. Konsep Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem

Hukum Indonesia

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan
penting dalam pembentukan hukum di Indonesia. Proses ini bertujuan
menyelaraskan berbagai peraturan agar tidak terjadi pertentangan norma maupun
tumpang tindih pengaturan. Dalam sistem hukum Indonesia yang menerapkan
hierarki peraturan perundang-undangan, setiap regulasi harus disusun sesuali
dengan kedudukannya agar mampu memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat. Harmonisasi berkaitan erat dengan hierarki peraturan perundang-
undangan karena setiap peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, harmonisasi juga berfungsi
mencegah terjadinya disharmonisasi hukum serta memastikan pembentukan
peraturan dilakukan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik sehingga dapat memberikan kepastian hukum.® Dengan
adanya keselarasan tersebut, setiap peraturan dapat diterapkan secara konsisten

tanpa menimbulkan perbedaan penafsiran maupun konflik antarregulasi.

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat menyebabkan jumlah regulasi
di Indonesia terus bertambah. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari
meningkatnya kebutuhan hukum di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan,
perekonomian, investasi, hingga pelayanan publik. Di sisi lain, banyaknya regulasi
sering kali memunculkan persoalan berupa tumpang tindih kewenangan, konflik
norma, maupun ketidaksesuaian pengaturan antara satu peraturan dengan
peraturan lainnya. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi
antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya evaluasi
terhadap regulasi yang telah berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa harmonisasi
menjadi kebutuhan penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan
efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.’® Apabila kondisi tersebut terus
dibiarkan, pelaksanaan pemerintahan berpotensi menjadi kurang efektif karena
setiap instansi dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap aturan yang

berlaku.

% Ida dan Wahab, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.”
10 Jansen et al., “Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih
Regulasi di Indonesia.”



Harmonisasi juga menjadi bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum yang
dianut Indonesia. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, setiap
pembentukan regulasi harus selaras dengan konstitusi serta mencerminkan nilai-
nilai dasar negara. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan
masyarakat karena keberadaan dan efektivitasnya dipengaruhi oleh kondisi serta
perkembangan masyarakat itu sendiri. Konsep negara hukum Indonesia juga
menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan
hukum, sehingga hukum dan konstitusi tidak hanya dipahami sebagai norma
tertulis, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan negara.'!
Keselarasan antara peraturan dengan konstitusi menjadi dasar penting agar

perubahan regulasi tetap berada dalam satu arah pembangunan hukum nasional.

Perkembangan hukum nasional pada era globalisasi menuntut adanya
pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan
teknologi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan konsep
omnibus law untuk menyederhanakan berbagai ketentuan yang tersebar dalam
sejumlah undang-undang. Konsep omnibus law mengintegrasikan berbagai
pengaturan ke dalam satu undang-undang sehingga regulasi menjadi lebih
sederhana dan mampu mendukung kepastian hukum, meskipun kedudukannya
sebagai metode pembentukan peraturan masih memerlukan penguatan dalam
sistem perundang-undangan Indonesia.*?. Di samping itu, perkembangan hukum
Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh
keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi penegakan
hukum, integritas aparat penegak hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi
manusia.’® Harmonisasi menjadi salah satu langkah untuk menjaga agar seluruh

unsur tersebut dapat berjalan secara selaras dalam sistem hukum nasional.

2. Peran Pemerintah Dalam Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam proses harmonisasi

peraturan perundang-undangan karena menjadi salah satu pihak yang bertanggung
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jawab dalam pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai regulasi di
Indonesia. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyusunan rancangan
peraturan, tetapi juga mencakup upaya memastikan agar setiap regulasi yang
dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan lain yang telah berlaku. Dalam
penyelenggaraan negara modern, pemerintah dituntut untuk mampu menghadirkan
kebijakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan
masyarakat yang terus berkembang. Konsep welfare state menempatkan
pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum yang memiliki tanggung
jawab luas dalam bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga
pembangunan ekonomi. Luasnya ruang lingkup tersebut menyebabkan pemerintah
menghasilkan berbagai peraturan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi
administrasi negara, bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan regulasi yang
dibentuk oleh lembaga legislatif.!* Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
harmonisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pemerintah agar
setiap kebijakan yang dihasilkan tetap berada dalam satu sistem hukum yang
terintegrasi.

Peran pemerintah dalam harmonisasi juga berkaitan erat dengan arah politik
hukum nasional. Pembentukan suatu peraturan pada dasarnya bukan hanya
bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk
mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kebijakan hukum
yang dibentuk mencerminkan pilihan dan arah pembangunan yang ingin dicapai
oleh pemerintah pada suatu periode tertentu. Hukum merupakan hasil dari
kebijakan politik negara yang diwujudkan melalui pembentukan peraturan
perundang-undangan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional. Arah
kebijakan tersebut dapat dilihat melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang menjadi dasar penyusunan
berbagai peraturan di Indonesia.'®. Sejalan dengan hal tersebut, politik hukum juga
dipahami sebagai rangkaian Kkebijakan negara dalam menentukan arah

pembentukan, penerapan, penegakan, dan pengembangan hukum nasional
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sehingga regulasi yang dihasilkan mampu mendukung tercapainya tujuan negara.®
Melalui politik hukum tersebut, pemerintah tidak hanya berperan sebagai
pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan arah
perkembangan hukum nasional agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan harmonisasi, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena
proses pembentukan peraturan melibatkan koordinasi antar kementerian, lembaga,
pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat. Koordinasi tersebut diperlukan
agar setiap rancangan peraturan telah melalui proses pengkajian yang memadai
sebelum ditetapkan menjadi peraturan yang mengikat. Di sisi lain, keterlibatan
masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pembentukan regulasi karena
masyarakat merupakan pihak yang akan merasakan secara langsung dampak dari
suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menyerap aspirasi serta
mengetahui  kebutuhan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.
Keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan diharapkan mampu
menghasilkan regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga
menciptakan pemerintahan yang baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan
masyarakat.!” Semakin luas ruang partisipasi yang diberikan, semakin besar pula
peluang terbentuknya regulasi yang dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif
oleh masyarakat.

Perkembangan sistem hukum Indonesia juga menunjukkan adanya berbagai
upaya pemerintah untuk mempercepat harmonisasi regulasi melalui
penyederhanaan peraturan. Salah satu langkah yang cukup menonjol adalah
penerapan konsep omnibus law yang digunakan untuk mengubah atau mencabut
berbagai ketentuan dalam sejumlah undang-undang melalui satu undang-undang
baru. Pendekatan tersebut dipilih untuk mengurangi banyaknya regulasi yang
mengatur substansi serupa sekaligus mempercepat penyesuaian terhadap
kebutuhan pembangunan nasional. Konsep omnibus law memungkinkan
pembentukan regulasi yang bersifat menyeluruh sehingga dapat menjadi dasar
dalam penyelarasan berbagai ketentuan yang tersebar pada sejumlah undang-
undang. Penerapan konsep tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah

daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
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pengembangan investasi, meskipun secara teoritis kedudukannya masih
memerlukan penguatan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-
undangan Indonesia.’® Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya
menciptakan regulasi yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan mampu
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Peran pemerintah dalam harmonisasi peraturan pada akhirnya tidak hanya
diukur dari banyaknya regulasi yang berhasil dibentuk, tetapi juga dari kualitas
regulasi tersebut dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat. Regulasi
yang baik harus mampu memberikan kepastian hukum, menghindari konflik
norma, serta mudah diterapkan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan.
Harmonisasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan karena perkembangan
masyarakat akan terus melahirkan kebutuhan hukum yang baru. Upaya tersebut
akan berjalan lebih optimal apabila didukung oleh koordinasi yang baik antar
lembaga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, evaluasi regulasi secara
berkala, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembentukan
peraturan. Penguatan kelembagaan harmonisasi, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, serta perencanaan legislasi yang lebih terarah merupakan langkah
yang diperlukan untuk membangun sistem hukum nasional yang konsisten, efektif,
dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.'® Dengan demikian, harmonisasi
tidak hanya menjadi tanggung jawab pembentuk peraturan, tetapi juga menjadi
bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kualitas sistem hukum nasional dan

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

3. Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Sebagai  Upaya

Mewujudkan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum
yang memberikan jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat
dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan
keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan Kkesesuaian
antarperaturan sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam
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pelaksanaannya. Apabila suatu regulasi saling bertentangan atau mengatur objek
yang sama dengan ketentuan yang berbeda, maka masyarakat akan mengalami
kesulitan dalam menentukan aturan yang harus dipatuhi. Kondisi tersebut juga
dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan karena setiap instansi
berpotensi memiliki pemahaman yang berbeda terhadap suatu kebijakan.
Harmonisasi menjadi salah satu cara untuk menjaga agar seluruh peraturan tetap
berada dalam satu sistem hukum yang konsisten sehingga mampu memberikan
kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Permasalahan seperti disharmonisasi vertikal maupun horizontal menunjukkan
pentingnya penyelarasan regulasi agar sistem hukum nasional dapat berjalan
secara lebih terarah.?® Dengan adanya keselarasan antarperaturan, pelaksanaan
hukum akan menjadi lebih mudah dipahami oleh aparat pemerintah maupun
masyarakat.

Upaya mewujudkan kepastian hukum juga tidak dapat dipisahkan dari
pembangunan hukum nasional yang terus mengalami perkembangan mengikuti
perubahan masyarakat. Sistem hukum Indonesia saat ini merupakan hasil dari
proses panjang yang dipengaruhi oleh hukum adat, hukum kolonial, hingga
perkembangan hukum modern setelah kemerdekaan. Perkembangan tersebut
menunjukkan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan
sosial, ekonomi, dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi
identitas bangsa. Pembangunan hukum Indonesia saat ini berlandaskan konstitusi,
menjunjung independensi peradilan, menghormati hak asasi manusia, serta terus
beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pengaruh hukum internasional.
Di sisi lain, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan
tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum, integritas
aparat penegak hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai
bagian dari nilai-nilai Pancasila.?! Hal tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi
tidak hanya berfungsi menyelaraskan substansi peraturan, tetapi juga mendukung
terciptanya sistem hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara

berkelanjutan.
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Keberhasilan harmonisasi juga dipengaruhi oleh arah kebijakan hukum yang
ditetapkan oleh pemerintah. Setiap perubahan regulasi pada dasarnya merupakan
bagian dari pembangunan hukum nasional yang diarahkan untuk mencapai tujuan
negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut harus dilakukan secara
terencana agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dengan peraturan lain yang
telah berlaku. Politik hukum menjadi landasan dalam menentukan arah
pembentukan, penerapan, dan pengembangan hukum nasional sehingga setiap
regulasi yang dibentuk dapat mendukung tercapainya tujuan negara. Hukum juga
akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat karena kehidupan sosial
dan hukum memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana
tercermin dalam ungkapan ubi societas ibi ius, yaitu di mana terdapat masyarakat,
di situ terdapat hukum.?? Melalui kebijakan hukum yang terarah, pemerintah
memiliki kesempatan untuk membangun regulasi yang lebih responsif terhadap
perkembangan masyarakat sekaligus tetap memberikan kepastian hukum.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan pada akhirnya tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga memerlukan
dukungan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan secara optimal.
Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan dapat memberikan
masukan mengenai kebutuhan hukum yang berkembang sehingga regulasi yang
dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Di sisi lain, koordinasi
antarlembaga, evaluasi terhadap regulasi yang telah berlaku, serta peningkatan
kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung
keberhasilan harmonisasi. Upaya tersebut akan menghasilkan sistem hukum yang
lebih sederhana, konsisten, dan mudah diterapkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Dengan demikian, harmonisasi peraturan perundang-undangan
bukan hanya bertujuan menghindari konflik norma, tetapi juga menjadi fondasi
dalam mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik,
serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, dan

berorientasi pada kepentingan masyarakat.

22 Islamiyati dan Hendrawati, “Analisis Politik Hukum dan Implementasinya.”



Kesimpulan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penting dalam
menyelaraskan berbagai regulasi agar tercipta sistem hukum yang konsisten, tidak
saling bertentengan, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dalam proses tersebut, pemerintah memiliki peran strategis sebagai pembentuk
sekaligus pelaksana kebijakan hukum melalui penyusunan, pengharmonisasian,
dan evaluasi peraturan dengan arah politik hukum nasional. Harmonisasi juga
perlu didukung oleh koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, serta
penyesuaian terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi agar regulasi
yang dihasilkan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak hanya
berfungsi mencegah disharmonisasi dan tumpang tindih regulasi, tetapi juga
menjadi salah satu upaya utama dalam mewujudkan kepastian hukum, tata kelola
pemerintahan yang baik, serta pembangunan hukum nasional yang berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Harmonisasi juga perlu didukung oleh koordinasi antar lembaga, partisipasi
masyarakat, serta penyesuaian terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan
teknologi agar regulasi yang dihasilkan lebih efektif dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi peraturan perundang-
undangan tidak hanya berfungsi mencegah disharmonisasi dan tumpang tindih
regulasi, tetapi juga menjadi salah satu upaya utama dalam mewujudkan kepastian
hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan hukum nasional
yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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